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PEMERINTAH PROVINS| KEPULAUAN RIA!

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEFULAUAN RIAU
MOR : 01 / KPTS - BFZRD / 1/ 2021

TENTANG

IKATOR KINERJA UTAMA (IKU )
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAT
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang + n Bahws untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pesal 4 Peraturan
A Ne; Nom

PR umm.’.i‘,'#“ “ontang Pedoman Umum Posctapan Indikator
Kinerju Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mak:
Tncmesmpkan Indikator Krnerta Ovama (0);

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
&, perlu Kepala Badan Pajak dan
Retribusi Dacrah Provinsi Kepulauan Riau Tentang Indikator Kinerja
Utama

T

Mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang

»

Undang-Undang Republik Indoncsia Nomor 2
:mbaran Negas qmbllk Tnd

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negars Republik Tndonesk

$587) scbugaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang. entang Perubahan Kedua atas Undang-

Undung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dasruh (Lembaran

Negara Republik _Indonesia Tahu omor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia séron

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi

w

“w

|

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBU!
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I Nama Organisasi : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2 Tugas : Melsksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan berdasarkan asas

otanomi dan t sesuai dengan
3 Fungsi:
a Penyelenggaraan perumusan dan penctapan kebijakan teknis pendapatan;
b meliputi program, keusngan, umum dan
epegawaian;
e Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi seria pembinaan teknis di bidang
pengembangan pendapatan dacrah;
d  Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi sera pembinaan teknis di bidang
pengelolaan pendapatan,

e Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi sera pembinsan teknis di bidang
pengendalian dan pengawasan,
. : dan kst .

wmum dan

Penyelenggaraan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;

FEw o

bi dan

L

Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineea Instans: Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 46 14);
. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntab
Kinorja, Instanai Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80),
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Nepara  Nomor
FER/OY/M/PAN/S2007 Tentang: Pedoman Umun Penctapan Indikat,
Kinerja Utama gkungan Instansi Fomerintah:
Keputusan Kepala Badan Pengeloiaan Pajak dan Retribusi
Diacrah Provinsi Kepulauan Risu
Nomor : 01 / KPTS - BF2RD /172021
Tanggal : 04 Januari 2021

Al

U
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ' '
JI. Raja isa No.8, Gedung Graha Kepri LLIV Batam Kode Pos 29464
Tip / Fax (0778) 460014
E-mail : sekre dispendakeprigagmail com Website : www.dispends. kepopov.a0.id

Menetaphkan &

KESATU :

KEDUA

KETIGA

I.

3 Pomuian weid . Pecdaviginaan | Apkcai . Nagha 15t |

pamom,\wuewv Tentang
Kinerja Utam:
& Peraturan Gubsriiie. Képu

dan Risu Nomor ) Tabup 2012 tensna

cdoman Pelaksanuan Kegtatan Pembangunan Provinsi Kepulauan

(Berita Dacrah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 155)
imana dirubah dengan Riau

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 203);

9. Peraturan Daseah Provinai Kepulausn Risu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan  dan  Susunan

auan Dacrah Provinsi Kapulnn.n Fian Tahon

2016 Nomor 7, Lembaran Dacrah Provinss Riau

Nomor 4

10; Porsturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 sentang
Kedudukan, Sus si, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Dacrah (e B e Prosimal Kepulanan Riau Tahun 2016
Nomor 514

11. Peraturan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tabun 2018
tentang Ferubanan acs Ferat Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
R Poml n Jangka M Pro:

encana
Riau Tahun 2016-2021
MEMUTUSKAN:

Nencmplan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Badan Pengslolaan Pajak
dan Retribusi Dacrah Provinsi Kepulavan

ndikator Kincrja Utama scbagaimana dimaksud pada diktum KESATU
Sractutian datam lampiran keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dis

Gubernur Kepulauan Ria

Indikator Kinerja Utama ©

Sasaran Endikator Rumus Perhitungan Penan

Strategis Kineria Daca Jawab
Meningkatnya Realisasi Trilyun | Angka realisasi BP2RD | Bidang
realizas: pendapatan Rupinh | pencrimaan

pendapmmn sali | exli duerab pendapatan asli dacrah
(PAD) Provinsi
.x... Kepulauan Riau pada

Penianan tingkat nlkhir tahun
piutang
(Tunggakan)
pajak dacrah

Realisasi PAD
Jumiah total X 100|

Bidang
i BRZRD
dacrah pendapatan
» BEIRD | Bidane
Pendapatan
e R T dan UPT PPD
Jumiah roral
unggakan
2. % Realisasi DF BFZRD | B
calisas: x 100 iddang
Target DP
3 senis | Jenis layanan inovasi | BF2RD | Bidang
Inovasi | samsat yang Pengembangan
dikembangkan Pendapatan

r

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal tanggal pan. Dan dengan
At spaisils dimtiien BT teriady labalinan Slan dideie
perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Batam
Pada tangeal 04 Januari 202 1
KEFALABADAN PENGELOLAAN PAJAK
DA
Pembing Utima Madys (1V/d)
~N o
Salinan e ok SN ke pad 2o
' Riau di
2 Wakt Gubermar ur Kepulauan Riau di Tanjungpin
3. Sekrotaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau 6 Tanjungpinang:
4 Inspokiorat Dasrah Provinsi Kepulauan Rinu di Tanjungpinang:
s Dacrah  Provinsi
6. Keopmia Bive Org.nlsuull Dan KORPRI Sekretariat Dacrah Provinsi Kepulauan Riau.
Potikan < ini > kepada yang untuk ann

[ Rata-rata Waktu | Rata-rata waktu BP2RD | Bidang

wasktu Lama Menit)

pelayanan pajuk tahunan pada dan

| smsat | kantor samsat &i Pengawasan
| selurah UPT PPD se -
| Provinsi

Indeks Kategori | Nilai skor atas survey | BP2RD | Bidang

Kepuasan (Skoring) | indeks kepuasan I'enuend-hln
| Masyarakat masyaracat pada |

» layanan S Pongawasa
Pelayanan Shurh UBT 1P se - dan Sekrotariat
Samsat Kepri Provinsi Kepri

3 Jumiah WP BPZRD | Bidang
yang Pengembangan
menggunakan Fendapatan
fasilitas
inovasi
o= oo
Jumlah Total
Wajib Pajak

Ditctapkan di Batar
Pada tangial 04 Januar 2021
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